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BERITA  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 

 
NOMOR : 17                                  2016                                        SERI : E   

 

 
PERATURAN WALIKOTA BEKASI 

NOMOR  17 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI 
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BEKASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BEKASI, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi atas 
implementasi sistem akuntabilitas kinerja Instansi 
Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pemerintah Kota Bekasi. 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Walikota Bekasi tentang Pedoman Evaluasi atas 
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pemerintah Kota Bekasi. 

Mengingat : 1. 
 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 
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  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061); 
 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165); 
 

  9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
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  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas 
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah; 
 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 
tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 2016; 
 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 

  13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 
Seri E); 
 

  14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 
tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 
2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4 
Seri D); 
 

  15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 
Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 
09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 
Seri D); 
 

  16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 
tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor10 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 
2014 Nomor10 Seri D); 
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  17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 
tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 
Seri D); 
 

  18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 
tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 
Nomor 9 Seri D); 
 

  19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 
tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 4 
Seri D); 
 

  20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2016 
tentang Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Kota BekasiTahun 2016 
Nomor 2 Seri D). 

    
 
Memperhatikan 

 
: 

 
Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Walikota Bekasi 
Nomor 700/BA.20/ITKO tanggal 04 April 2016 tentang 
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabiltas 
Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kota Bekasi. 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan 
 

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI 
ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH KOTA BEKASI 

 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:  
 
1. Daerah adalah Kota Bekasi.  

 
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  
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3. Walikota adalah Walikota Bekasi.  

 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 
 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bekasi. 
 

6. Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disingkat SAKIP SKPD, adalah rangkaian 
sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk 
tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, 
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi satuan kerja perangkat 
daerah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja satuan 
kerja perangkat daerah. 
 

7. Kinerja adalah keluaran/hasil/dari kegiatan/program yang telah atau 
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas terukur. 

 

8. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu satuan kerja 
perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan 
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah 
diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi 
organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah 
ditetapkan melalui laporan kinerja satuan kerja perangkat daerah yang 
disusun secara periodik. 

BAB II 
 

PEDOMAN UMUM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 
 

Pasal 2 
 

Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bekasi, digunakan sebagai acuan untuk 
melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada 
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 
 

Pasal 3 
 

Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 4 
 

(1) Pimpinan SKPD Kota Bekasi melakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bekasi di lingkungannya 
setiap tahun. 
 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk 
memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja 
khususnya kinerja pelayanan publik di SKPD secara berkelanjutan. 
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(3) Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
pada SKPD sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Aparatur Pengawasan 
Internal Pemerintah di lingkungan Inspektorat. 

 
Pasal 5 

 
Inspektorat menyusun ikhtisar hasil evaluasi atas Implementasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD selanjutnya disampaikan 
kepada SKPD, Walikota dan Kementerian PAN RB. 
 

Pasal 6 
 
 

Setiap Pimpinan SKPD segera menindaklanjuti hasil rekomendasi atas Laporan 
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan 
oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat.  
 

BAB III 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
 

Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 6 April 2016  

WALIKOTA BEKASI, 
 

      Ttd/Cap 
 

RAHMAT EFFENDI 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 

 
 

         RAYENDRA SUKARMADJI 
 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016  NOMOR         SERI    
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 
 
 
 

 


